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ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh :

MUHAMMAD RENALDI GUMAY

Salah tujuan berdasarkan Undang-Undang Pancasila Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum atas nama keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus mengelola perekonomian Negara yang dilaksanakan dalam
bentuk anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pajak yang pada akhirnya
dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Seperti Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini dilakukan di PDAM Way Rilau kota Bandar Lampung.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertamabahan Nilai pada
PDAM Way Rilau. Data dari penulisan ini diambil dari PDAM Way Rilau Kota
Bandar Lampung dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan. Metode

yang digunakan dalam penulisan adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil Penulisan ini menunjukan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai di
PDAM Way Rilau 1.) Pentingnya Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 2.) Pencatatan
transaksi baiknya menggunakan digital dikarenakan untuk menghindari dari kertas

transaksi tercecer atau hilang.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum demi kepentingan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengelola perekonomian negara yang
dilaksanakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang mencerminkan perekonomian negara. Salah satu sumber penerimaan negara
yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kebijakan
pemerintah terkait perpajakan. Pro dan kontra dikalangan masyarakat dalam
menyikapi kebijakan hal tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan
sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan sekitar Rp1.499,3
triliun hingga Rpl1.528,7 triliun pada tahun 2022. Salah satunya dengan
melanjutkan langkah-langkah transformasi perpajakan agar makin sehat, adil, dan
kompetitif.

Sebab sektor perpajakan merupakan cara masyarakat bekerja sama dengan
negara untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk fasilitas
kenyamanan dan kelayakan yang dibutuhkan masyarakat. Pasal 23 A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pajak dan pajak
lainnya untuk keperluan pemerintah diatur dengan undang-undang. Setiap bangsa
harus memberikan pembangunan bagi negaranya. Begitu juga Indonesia yang
merupakan negara berkembang.

Terdapat beberapa langkah dalam mereformasi perpajakan, antara lain
melalui inovasi penggalian potensi pajak untuk meningkatkan tax ratio,
memperluas basis perpajakan, serta memperbarui sistem perpajakan yang sejalan
dengan struktur perekonomian.

Khusus pada point perluasan basis perpajakan, opsi-opsi yang
dipertimbangkan diantaranya seperti optimalisasi penerimaan pajak dari sector e-

commerce, menaikkan tarif PPN, dan pengenaan cukai pada kantong plastic.



Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 11 persen dari
sebelumnya 10 persen. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan
pemerintah dalam menaikkan tarif PPN dikala pasca pandemic covid-19 yang
masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian masyarakat. Namun disisi
lain, sebagian masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait
kenaikkan tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang
sedang mengalami Kkrisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan Negara,
hingga pemerintah yang sedang berusaha memulihkan perekonomian Negara.

Namun, negara telah berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional
merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
untuk kepentingan rakyat. Untuk mengimplementasikan semua ini, pemerintah
membutuhkan banyak uang. Salah satu dana pembangunan terbesar adalah
penerimaan pajak.

Pada akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi
dampak terburuk dari pandemic covid-19 ini seperti bantuan social, pemberian
insentif tenaga medis, vaksinasi gratis, hingga penanganan dan perawatan para
pasien covid-19. Langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemic
covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini
dikarenakan APBN merupakan instrument penting untuk menghadapi krisis dunia
yang disebabkan covid-19 dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan
masyarakat dikala pandemic.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan
barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh produsen, pedagang utama
atau agen utama, importir, pemilik paten/atau merek dagang dari barang/jasa kena
pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang berhubungan langsung dengan
pembelian barang, dikenakan PPN dengan tarif 11% dari harga pembelian barang.
Tentunya kebijakan ini merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia
terutama dalam hal peningkatan penerimaan Negara, yang kita semua berharap
kebijakan dalam PPN ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju

kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.



1.2. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka identifikasi
dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai di Perumda AM Way
Rilau?

2. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perumda AM Way Rilau
sudah berjalan sesuai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan?

1.3. Tujuan Penulisan Laporan
Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah
untuk mengetahui :

1. Guna memahami penerapan pajak pertambahan nilai.

2. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai di Perumda AM
Way Rilau sudah berjalan sesuai dengan undang-undang harmonisasi
peraturan perpajakan atau belum.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir
Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis
mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi penulis, hal ini dapat meningkatkan ilmu dan menambah pandangan
tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Sebagai pengetahuan mengenai fungsi tentang Pajak Pertambahan Nilai.



2.1

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti

dibawah ini :

a.

2.2

Andriani dalam Waluyo (2012), pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang guna nya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintah.

Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
dapat mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Djajadiningrat dalam Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Feldamn dalam Resmi (2014), pajak adalah prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang
ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis
simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang
bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat



dikelompokan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat
dan menurut lembaga yang pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah
ini:
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung wajib
pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang
bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (Pph).
b. Pajak tidak langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa
misalnya pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
Pajak menurut sifatnya dikelompokan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan
keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan
keadaan subjeknya, misalnya pajak penghasilan (Pph).
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa
keadaan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
Tanpa memerhatikan keadakan pribadi subjek pajak (wajib pajak)
maupun tempat tinggal, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan
pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan
bangunan (PBB).



3.

2.3

Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
Negara pada umumnya, misalnya Pph,PPN dan PPnBM.

. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah baik
daerah tingkat | (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat Il (Pajak
daerah kota atau kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor,
pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan.

Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014), yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair ( Sumber keuangan Negara )

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik
rutin  maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara
pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas
negara. Upaya tersbut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun
identifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan
berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (Pph), pajak
pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

. Fungsi Regularend ( Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang

keuangan.



2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014), asas pemungutan pajak dibagi atas 3 diantaranya:

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara
berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau
bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri)
dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari
indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan
pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti pajak penjualan. Hal ini
disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk menampung
kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara
lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan
pembebanan pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Resmi (2014), Pajak
Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari
barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dalam Media Bisnis Vol.8, No 1, Edisi Maret 2016, Halaman 9-12, Pajak
Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas
konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun
Konsumsi jasa.

Dari Pengertian di atas, maka pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut
penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahaan
nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam
pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean. Dasar

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan



pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang
pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini
dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada
konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan

memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

2.5.1 Barang atau Jasa yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN
a. Barang atau jasa yang terkena Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)

1. Barang kena pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut
sifat atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak
berdasarkan UU PPN.

2. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat negative list,
dalam artian bahwa dalam prinsipnya seluruh barang berarti BKP,
kecuali yang ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

3. Sama seperti BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga
bersifat Negative List, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh
jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak
dikenai PPN.

b. Barang atau jasa yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)

1. Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

seperti beras, jagung, kedelai, garam, daging dan lain-lain,

Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi),
Minyak mentah

Jasa pelayanan kesehatan medis,

Jasa pelayanan sosial,

Jasa keagamaan,

G N o g B~ W

Jasa Asuransi.



2.5.2 Fungsi pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)
Peranan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga untuk membiayai pengeluaran
umum dan pembangunan nasional, termasuk terciptanya lapangan kerja dan lain-

lain.

2.5.3 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem pajak pertambahan nilai dalam perpajakan Indonesia tidak

muncul begitu saja. Penerapan pungutan atas konsumsi barang atau jasa

di Indonesia sebelumnya telah melalui beberapa perubahan, hingga

menganut sistem yang saat ini diterapkan. Berikut ini, merupakan

paparan singkat perjalanan jenis-jenis pajak yang berlaku atas konsumsi

barang atau jasa di Indonesia:

1. Masa Pajak Pembangunan | (PB I)
Masa pajak pembangunan pertama berlaku pada tanggal 1 juni 1947.,
pajak pembangunan dikenakan pada restoran, penginapan dan lain-
lain. Pengiriman layanan restoran. Awalnya pajak pembangunan |
adalah pajak yang dipungut oleh Negara. Tapi nanti berdasarkan
undang-undang penagihan pajak nomor 32 tahun 1956 pembangunan
ini diserahkan kepada pemerintah daerah dengan alasan tertentu.

2. Masa Pajak Peredaran 1950 ( PPe1950)
Pajak penggunaan ini mulai berlaku dan dipungut pada tahun 1950
pengiriman barang dan jasa dilakukan di Indonesia . survei dilakukan
secara bertahap di setiap mata rantai rute produksi dan distribusi
(Widodo:2010). Pajak untuk distribusi adalah tingkat bunga tetap
sebesar 2,5 persen.

3. Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn1951)
Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1951 mulai berlaku pada
tanggal 1 oktober 1951 menjadi dasar pemungutan pajak
pertamabahan penjualan. Undang-undang tersebut kemudian diubah
dengan undang-undang nomor 35 tahun 1953. Pajak penjualan

seragam yang hanya dipantau di pabrik.
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4. Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

UU Pajak Penjualan 1951 diganti dengan UU nomor 8 tahun 1983.
Undang-undang tersebut di kenal dengan undang-undang pajak
pertambahan nilai 1984. Pemungutan pajak pertambahan nilai ini
terletak pada nilai tambah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena
pajak (JKP). Kemudian pada tahun 1994 UU nomor 11 tahun 1994
sebagaimana telah diubah UU nomor 8 pajak pertambahan nilai
1983. Barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
tindakan undang-undang tersebut mulai berlaku pada januari 1995.

2.5.4 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) adalah undang-undang nomor
42 tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
pertambahan nilai atas barang mewah. Dasar hukumnya sejauh ini telah
dilengkapi atau diubah sebanyak tiga kali, hal ini bertujuan untuk
menyederhanakan politik dan lebih memerhatikan keadilan rakyat Indonesia.
Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru adalah peraturan perundang-
undangan perpajakan, yaitu undang-undang biaya produksi nomor 7 tahun 2021

untuk harmonisasi peraturan perpajakan.
2.5.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam RUU HPP nomor 7 tahun 2021 yang disetujui DPR, tarif pajak
pertambahan nilai (PPN) resmi dinaikan menjadi 11% dan menjadi 12%. Tarif
PPN sebelumnya hanya 10%. Kenaikan ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya
menaikan tarif PPN merupakan bagian dari kajian undang-undang perpajakan
yang tertuang dalam RUU HPP (Harmonisasi Ketentuan Perpajakan). Diputuskan
untuk menaikan pajak secara bertahap dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurut
undang-undang pajak penjualan, jumlah maksimum PPN adalah 15 persen.

Definisi dan penerapan tarif baru ini belum diatur dalam undang-undang.



BAB 111
METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR
3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan merupakan rencana keseluruhan yang berkaitan dengan
aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain
eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penelitian
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berdasarkan
dari Kertas Kerja Rekonsiliasi, dan hasil survey data, yang diperoleh dari
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau kota Bandar Lampung dan lebih
tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian

pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Terkait penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :
1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar
Lampung mengenai penerapan pajak pertambahan nilai itu sendiri yang

ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.
2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak
langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah
yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui internet, dan

data perundang- undangan yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir initerdiri
dari :
1. Wawancara
Yaitu penulis bersama rekan mewawancarai langsung staf pajak di
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar

lampung
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2. Dokumentasi
Pengumpulan data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen
seperti data Kertas Kerja Rekonsiliasi dan Surat Perintah Membayar
dengan berbagai macam perihal.

3. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui internet,

serta buku-buku yang sudah ada.

3.4 Objek dan Kajian Praktik
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way
Rilau Kota Bandar Lampung, yang ber-alamat di JL. P. Emir Moh. Noer No 11A,
Sumur Putri, Kec TIk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211.
Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 s.d. 10 Februari
2023.
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau

Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di kota Bandar
Lampung dikelola sejak zaman pemerintahan belanda, yaitu tahun 1917 dengan
mengusahakan atau memanfaatkan sumber mata air “Way Rilau” yang
berkapasitas produksi 18 liter/detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air
bersih bagi masyarakat tanjung karang dan sekitarnya.

Pada tanggal 11 maret 1976 dikeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor :
02 tahun 1976 yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Air Minum dengan
nama PDAM “Way Rilau” kotamadya daerah tingkat II tanjung karang sampai
teluk betung dan merupakan salah satu badan usaha milik daerah kota madya
tingkat 11 tanjung karang sampai teluk betung.

Dengan adanya perubahan nama kotamadya daerah tingkat Il tanjung
karang sampai teluk betung menjadi kotamadya daerah tingkat Il Bandar
Lampung, sesuai dengan peraturan daerah nomor : 24 tahun 1983, maka nama
perusahaan daerah air minum “ Way Rllau” berubah menjadi Perusahaan Daerah
Air Minum “Way Rilau” kota Bandar lampung. PDAM “Way Rilau” kota Bandar
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lampung yang menjadi salah satu perusahaan milik daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan, mengelola sarana dan prasarana di bidang penyediaan air bersih
secara adil dan terus menerus, disamping mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi

sosial dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

3.4.2.2 Visidan Misi

Mewujudkan pelayanan yang terbaik, profesion dan mandiri dalam
pernyataan tersebut mengandung arti pelayanan terbaik, bahwa PDAM mampu
memberikan jaminan pelayanan kuantitas, kualitas dan kontonuitas (K3) kepada
masyarakat atau konsumen.

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai
visi selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan sasaran dan
strategis dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Oleh karena itu misi harus
dirumuskan dan dinyatakan dengan jelas dan lugas agar dapat selalu diingat oleh

para pelaksana para stakeholder lainnya.

3.4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau

terdiri dari :

1. Pembina yang membawahi Dewan Pengawas dan PIt. Direktur Umum

2. Direktur Umum yang membawahi bagian keuangan, bagian umum,
bagian personalia dan bagian hubungan langganan

3. Direktur bidang teknik yang membawahi bagian perencanaan teknik,
bagian produksi, bagian distribusi dan bagian perawatan peralatan.

4. Satuan Pengawas Intern yang terdiri dari Sub pengawas keuangan,
admistrasi umum dan kepegawaian, dan Sub pengawas operasional
teknik.

5. Badan Penelitian, pengembangan dan LAN yang terdiri dari Sub

badan admistrasi umum, Sub badan teknik dan Sub badan LAN.
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Berikut merupakan struktur dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way
Rilau Kota Bandar Lampung:
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5.1

5.2

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya mengenai
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Way Rilau kota Bandar Lampung. dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan
umum daerah air minum Way Rilau telah melakukan pembayaran dan pelaporan
dengan benar sesuai dengan Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan.
Selanjutnya kewajiban pihak perusahaan umum daerah air minum Way Rilau kota
Bandar Lampung adalah pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan media
SPT (Surat Pemberitahuan). Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada akhir
bulan depan. Yang langsung kekantor pelayanan pajak (KPP) Madya teluk betung

selatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pajak
pertambahan nilai yang dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Way Rilau Bandar Lampung maka penulis memberikan saran yang sekiranya
dapat bermanfaat bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau kota
Bandar Lampung sebagai berikut :

Pada saat sebelum dilakukannya pembayaran dan penyetoran baiknya dilakukan
pengecekan terlebih dahulu apakah transaksi yang telah terjadi tersebut sudah
dilakukan dengan baik atau belum.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau pencatatan atas transaksi
baiknya diganti menggunakan digital dikarenakan pencatatan transaksi masih
banyak yang menggunakan kertas transaksi yang sangat rentan tercecer dan
hilang. Pencatatan transaksi dan keluar masuknya uang hal penting yang dapat
memajukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau itu sendiri
dikarenakan dengan pencatatan serba digital dan detail maka kita dapat
menghitung dan mengurangi resiko kehilangan kertas transaksi yang ada. Dan

dapat memperbaiki laju keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
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